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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II XUPANG
NOMOR : 4 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HIBURAN
I. Umumnm.
Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah Tingkat II asebelumnya
isebut Pajak Pertunjukan dan Keramaian Unwn yang Obyeknya
antara lain pertunjukan film di bioskop, ola raga dan

pagelaran kesenian.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 18 Tahun 1987 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Obyeknya lebih diperluas
termazuk permainan bilyard yang dahulu berdiri sendiri yang
dikenal Pajak Rumah Bola yang kini tidak Dberlaku lagi
obyeknya sudah termasuk Pajak Hiburan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1887 menyederhanakan perpajakan
guna mencapail efektifitas dan efisiensi pemungutan dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah serta untuk Sinkronisasi
Sistim perpajakan Daerah dan Perpajakan Nasional.

asal 1 huruf a s/d ¢ : cukup Jjelas.
huruf d : Pejabat adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah yang berdasarkan
kewenangan Kepala Daerah ditunjuk
untuk melaksanakan penagihan Pajak
Daerah.

5

huruf e /48 r : cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) huruf a s/d ¢: Jenis-jenis hiburan yang dikecualikan

dari Obyek Pajak Hiburan Yaitu :

~ Film Penerangan Pemerintah dan Film
untuk kesgamaan.

- Jenis hiburan yvang diselenggarakan
oleh Pemerintah untuk kepentingan
Pemerintah atau aepﬂﬂtlﬁga Umum
seperti Pameran Pembangunan atau
Pameran Nasional/Daerah.

jenis hibu“an yvang di
z mata-mata bertujuan
n, untuk bencana
an keagamsaan.
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Segala J
yvang be
obyek -
Restoran.

enis pertundukan, keramaian
rgifat tradisional diluar
obyek Wisata, Hotel dan

Ketentuan tergebut dimaksudkan
untuk mengatisipasi Jenis - Jjenis
hiburan yang akan bertumbuh di
kemudian hari yang akan ditetaplkan
lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerah.
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